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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 14 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 133 

TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 107 

huruf g dan Pasal 160 huruf g Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan  

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang 

mengamanatkan mengikuti orientasi dan pendalaman 

tugas bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas 

dan fungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang 
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Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6041); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 

NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN 

PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman 

Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita 
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Negaea Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1951), diubah 

sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat 

(6) dan ayat (7), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 6 

(1) BPSDM Kemendagri menyelenggarakan pendalaman 

tugas bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota. 

(2) BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya 

menyelenggarakan pendalaman tugas bagi Anggota 

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 

diwilayahnya. 

(3) Sekretariat DPRD menyelenggarakan Pendalaman 

Tugas bagi Anggota DPRD yang bersangkutan. 

(4) Partai Politik menyelenggarakan Pendalaman Tugas 

bagi Anggota DPRD dalam 1 (satu) partai. 

(5) Perguruan Tinggi menyelenggarakan pendalaman 

tugas bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota. 

(6) Asosiasi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 

menyelenggarakan pendalaman tugas dalam bentuk 

bimbingan teknis/workshop/lokakarya/seminar 

bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota sesuai dengan keanggotaan pada 

masing-masing asosiasi. 

(7) Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi dan Sekretaris 

DPRD Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan 

pendalaman tugas dalam bentuk bimbingan 

teknis/workshop/lokakarya/seminar bagi anggota 

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai 

dengan lingkup asosiasi. 

 

2. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal 

yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 12A 

(1) Asosiasi DPRD Provinsi dan Asosiasi DPRD 

Kabupaten/Kota menyelenggarakan pendalaman 

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) 

setelah mendapatkan rekomendasi dari BPSDM 

Kemendagri. 

(2) Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi dan Asosiasi 

Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota dapat 

menyelenggarakan pendalaman tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) setelah 

mendapatkan rekomendasi dari BPSDM Kemendagri. 

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) diberikan oleh BPSDM Kemendagri 

berdasarkan surat permohonan yang ditandatangani 

oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum atau 

sebutan lainnya. 

(4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) harus dilengkapi dengan proposal kegiatan 

yang mendeskripsikan jenis dan nama kegiatan, 

tujuan kegiatan, jadwal kegiatan, waktu dan tempat 

penyelenggaraan, jumlah peserta dan asal peserta. 

(5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dapat diajukan apabila Asosiasi DPRD 

Provinsi dan Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota telah 

menyampaikan laporan kegiatan sebelumnya. 

(6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dapat diajukan apabila Asosiasi Sekretaris 

DPRD Provinsi dan Asosiasi Sekretaris DPRD 

Kabupaten/Kota telah menyampaikan laporan 

kegiatan sebelumnya. 

 

3. Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 18 diubah dan 

ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 

18 berbunyi sebagai berikut: 

 

 

 

www.peraturan.go.id



2018, No.584 
-5- 

Pasal 18 

(1) Jumlah peserta pendalaman tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:  

a. pendidikan dan pelatihan paling banyak 60 

(enam puluh) orang; 

b. bimbingan teknis paling banyak 60 (enam 

puluh) orang; dan 

c. workshop/lokakarya/seminar dengan 

memperhatikan aspek urgensi, kualitas 

penyelenggaraan, muatan substansi, 

kompetensi narasumber, dan pelayanan 

penyelenggara serta manfaat yang akan 

diperoleh. 

(2) Jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a dan huruf b, dibagi menjadi 2 (dua) kelas 

apabila jumlah peserta melebihi dari jumlah paling 

banyak. 

(3) Penyelenggaraan Pendalaman Tugas dengan jumlah 

Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) setelah mendapatkan rekomendasi dari 

BPSDM Kemendagri. 

 

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah dan ditambahkan 1 

(satu) ayat sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 19 

(1) Materi Orientasi meliputi materi wajib dan materi 

pilihan.  

(2) Materi Pendalaman Tugas disesuaikan dengan tugas 

dan fungsi alat kelengkapan DPRD. 

(3) Pendalaman Tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) DPRD atau 

gabungan DPRD dengan anggota yang bertugas pada 

alat kelengkapan yang sama. 

 

5. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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